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(Dalam Peraturan Presiden inf yang dimaksud dengan: i antara angka 4 Gan angka 5 Pasal 1 dissipkan 2 (dua)
1 g angka, yakni angka 42 dan angka 4b sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

han

Jaminan
Keseh [ oleh Pemerintah e

erorangan l
Daerah. [nyawa, sesuai dengan pola epidemiologi dan sikus hidup.

X i 40, Kelas Rawat Inap minimum pelayanan »
bulan di Indonesia, yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan. Peserta.
3.luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut

Peserta, Pemberi Kerja, dan/

Pemerintah Jaminan Kesehatan
4 faedah ) i atau anggota
eluarganya.

PBI Jaminan

Kesehatan adalah fakir -
Kesehatan.

X i, Upah, atau
1| bentuklain.

7.Pekerj P i PPU adalah setiap orang yang bekerj
pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.

 Peker rima U

bekerja atau berusaha atasrisiko sendi

9 Bukan isingkat BP adalah setiap orang yang rmasuk
1pok PPU, PBPU PBI dan

Pemerintah Daerah.

107 em!

bag
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat lainnya
yang ditentukan oleh Undang-Undang.

115

tertent [2

12 Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

\nggota Polri

13.
adaleh Anggota Undang-Ur
Imengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

[Peserta Jaminan Kesehatan meliput

2. PBI Jaminan Kesehatan; dan

b, Bukan PRI

Peserta PBI alam Pasal
oleh menteri vana mer

(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas;

2. PPU dan anggota keluarganya;

b.PBPU dan anggota keluarganya; dan

6P dan anggota keluargany.

a Pejabat Negara;
b.pimpman dan anggota Dewan Perwakalan
Rakyat Dacrah;

c

. prajurt;

e Anggota Polr;

fkepala desa dan perangkat dess;
g pegawai swasta; dan

i pokerjap
olatau Upa,

Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandii; dan

b ayang buk Upah,
(4)BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

2. Invstor

b. Pemberi kerja

. Penerima pensiun

d. Veteran

e. Perintis Kemerdekaan

. jands, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan: dan
o

ada ayat
a.Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
b PNS yang berhent dengan hak pensiun;
Praiuit vane herhy
1 PPU meliputi - anak kandung, anak tit

K tii
dimaksud pada ayat (1), dengan kiiteia
a

d
ob h bel g masih menempuh
pendidiken formal;

U dapat
mengikutsertakan anggota keluarga yang lan,
(4

seterusnya, ayah, ibu dan mertua

Fianian Kedin Administrasi K

serta dalam Kesehatan dan ayat
@) 3 berikut:

ikut Kesehatan.
6|(3) Paca pada [} P padaayat (1)
ayat FKS dilaksanakan Kesehas

(3) dihapus

Pasal A
BPIS Kesehatan.
(2) Dalam hal Peserta didaftarkan oleh pihak lain, penentuan FKTP untuk pertama kali dapat
dilakukan oleh pihak lain atas nama Peserta.

3 pinaki:
[pada ayat (2) merupakan Peserta PBI Jaminan Kesehatan, penentuan FKTP untuk pertama kali
dapat dilzkukan oleh BPIS Kesehatan sesuai domisil Peserta terdatr.

(@) Penentuan FK padaayat 2|
harus diinformasikan kepada Peserta.

FKTP tempat telah jangka wakty 3 bulan Ketentuan ayat (2) sampai Gengan ayat (5) Pasal 7 diubah, dlantara ayat (2) dan ayat (3}
FK aisisipkan 1 (sat) ayat, {2a), pasal 7

dalam berikut:

Pesert jangka waktu 3 bulan TP awal, yang
dibukikan dengan surat keterangan domisiliatau;
b

FKI pada ayat (1) dapat
tige) liangka wiaktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

bulan,

a
i padaayat (1) FKTP awal, yang dibuktikn dengan surat keterangan domisil. atau
tanggal 1 pada bulan berikutnya. b.

) Dalam hl kondis Peserta yang trdaftardi FKCTP belum merats, BPUS Kesehatan dapat yang diouidikan dengan surat keterangan penugasan ata pelatian
melsukan pemindahan Peserta ke FKTP fain. leh pirak

K b Pasal perpi TP dalam
jumieh Keterediaan dokter, tenaga (tige) bukn setean icatarkan.
esehatan selin doktr,dan srana prasarana di FKTP. Fic

). ayat (2), o

bel
pada ayat berkoordinasi [melakukan pemindahan Peserta ke FKTP lain setelah mendapatkan persetujuan dari Peserta.
A b untuk

pada ayat sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya.
(4)

7

dengan:
Di

antar FK dan peningkatan

b.asosiasi antar FKTP bukan jumlah ter
Di fasilitas kesehatan FKTP jokter, dan sarana prasarana i FKTP.

mili pemerintah dengan FKTP bukan milik pemerintah. (6) dinapus

(2) Dalam hal terjadi perpindahan Peserta yang berasal dar Prajurit atau Anggota Polri, BPJS.

[Kesehatan harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara dengan

Republik Indonesia. 2 FKTP.

(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Peserta diatur dengan Peraturan BPIS b. asosiasi K atay

[Kesehatan setelah berkoordinasi dengan menter

c Keseh:
FKTP milik pemerintah dengan FKTP bukan milik pemerintah
(®) Dalam hal Anggota Poli, BPJS
Kesehatan Negara
Republik Indonesia

(9) Ketentuan lebin Peserta diatur

Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri

(1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan
@)

o Nomor dentites Kependudukan, kecuaiuntuk by baru lahr
(@ Kartu Ind ayat

secara bertahap.

(@Nomor identia

et iaminn sosal

BPIS Kesehatan,

y o kar ang terdaft Jaminan Kesehatan
10{secara otomais ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan
eraturan perundane-undanaan

urusan

Pasal 3

P8I otal tetap dan tidak mampu
berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan
Total

1) dilakukan ofeh dokter
11fyang berwenang.

“Total Tetap dar Jaminan

nenndann. undanoan
g belum terdaftr sebag: Jaminan
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Tarinan
Kesehatan kepada BPUS Kesehatan dengan membayar luran
kepada BPJS
Kesehatn, Jaminan
Kesehatan,
dengan
(0 Peleraana et iy s e e Keshan v
ini
e oo membayar luran
13)kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pek!U!ﬂ‘/a
membutukan pelayanan kesehatan sesa dengan Manfaatyang dberikan olh BPIS
Kesehatan,
melanggar
berup
atequran teuls;
ik menciapat pelyanan publk tertent
| waijib didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing
et pcsn oty
@ suami.
et ks nertan etien
(1) Setiap PBPU dan BP waiib Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu)
sendiri atau kolektif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
membayar Juran (1) setizp PBPU Gan
[ Jaminan KES!NMM pada BPJS Kesehatan dengan membayar luran.
(1) dalam waktu 14 hari sejak pendaftaran (2) BPJS Kest
Peserta (1) dalam Wak\u 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran.
" setesh (@ Pembayeran luan oleh PBPU can BP dapat diakukan setelah selssi s veifiasi
sejak dinyatakan layak berdasarkan verifiasi pendaftaran, pendafiaran s!buqalmunudlmaksud gt @
& n 8P bekum B
|memberikan
conatizan,
(0 ey e G esrt o Keshatan wajh Gaaran kepada 5975 Kesehaan
Dalmq lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
pada ayat
16| scﬁuav dengan ketenlua" uevamran perundang-L undanqan
ayat (1) diatur dalam peraluvan BPJS Kesehatan smlan hevknommas\ dengan
Saminan 9
17|sesul dengan ketentuan peratran perundang-undangen,
i inan
B ctiocanson ol bt a1 o 2013
| palam rngia
19|dengan
Pernbatan St K
(1) Status kepesertaan dapat berubah untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan.
pada ayat (1)
. Pember Kera, uran
pember Ker
sejaksttus
o epesriaan beuban,
pada ayat (
9
pada ayat (2) tidak
mengakibaikan teputusnya Menfea Jaminan Kesehitan,
esora

Jaminan
PBI Jaminan Kesehatan dilzkukan melalui pendaftaran ke BPIS Kesehatan dengan
membayar iuran pertama

2| padaayat (
{terputusnya manfaat jaminan kesehatan
Jami
eI Ketentuan
iggakan iuran
melaporkan
[ lambat 7
oleh Pekerja

kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data
RPIS Kesphatan

2|
et
BRIS
A aan PPL perangkat desa
mellui Pemerintzh Daereh
diatur dengan
neraturan AP
Peserta lubunoan Keria
tetep Manfeat Jaminan Kesehatan 27 Giuba, di an
paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK. tanpa membayar luran disisipkan 1 (sau) ayat, yakni ayat (2L, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu)
(2) PHK ( ayat, yakni ayat (32) sehingga Pasal2T berbunyi sebagai berikut
2. PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan (1) hak Manfaat
putusanakta pengadian hubungan industria paling lama 6 (enam) buln sejak di PHK., tanpa membayar luran
PHK k: diouktikan HIK
. PHK K h dibukti . i dari dinas Daerah
epalian dai pengadilan, atau paten urusan
. PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, b. perjanjian leporan PHK 0
dokter
PHK perjanjian bersama; atau
perselisinan hubungan industrial baik Pember Kerja maupun Pekerja harus tete c.
melaksanakan kewajiban membayar luren sampai dengen adanya putusan yang berkekuatan tetap
hukum tetap.
(&) Manfaat berupa Pemberi Kerja dan/atau Pekerja kepada BPJS Kesehatan.
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kels Il €] h da
(1) yang telah yang
luran berkekuatan hukum
" (a.a) Da\am fal Perber K sk mmbyaran it sebgaians diakud paca a9,
dan ticak mampu, didaftarkan menja Peserta PBI Jaminan Kesehatan. tun Pekerjatetap)
mempem\eh hak Manfea pelayanan kesehatan.
@ inap, Manfaat
eminan Kesehatan
Kelas Ravat Inap Standar Keles 111
menerapkan Keles Rawat Inap Standar
) pada ayat (
njutkan
Pemberi Kerja atau dengan mendaftarkan diri sendiri
(©) syt 1) ok
tidak mampu, Keluarga ke d h
urusan
Jaminan perundang-
undangan.
Turan
(1) luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintan Pusat. Pesal 28 Ginapus
(2) turan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintzh Daerah dibyar oleh Pemerintzh
Daerch.
(@) Juran bagi Peserta PPU diyar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
(4) Juran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lan ates nama
agPesera
tidak berlaku bagi
. (8 huf a, hurutb, huruf
dan huruf d; dan
b. Veteran dan Perints Kemerdekaan
(6) Juran bagi bayi baru lahi P iak & P
st meniafar nalinn ama 28 (s liahirk
1uran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan e Pemerintah | (1) Iuran bagi Peserta PB1 Jaminan oleh (@) uran Jarminan pulun dua,
Daerah yaitu sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga riu rupiah) per orang per bulan iou rupieh) per orang per rang per
butan. (2) Besaren luran 1 Agustus
(2) Besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 2019.
Agustus 2075, (3 turan Jaminan pada ayat (1) dan ayat
(2) dibayar oleh Pemerintah Pusat.
2| @
pemerintah Jaminan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kapasias fiskal daerah.

(5) Ketentuan lebin lanjut mengenai kontribusi pembayaran luran bagi Peserta PBI Jaminan
Kesehatan ayat (4)
diatur dalem Peraturan
keuangan.
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(1) luran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan (1) luran bagi P!Ser\n PPL{ Pejaba Negara, ds (1) luran yaitu sebesar 50/0 bulan
penwllan Rlyat Daera, PNS, Praju, Anggota ol perangat e n,PNS, Prejuri, Anaama pob desa, dan| dengan ketentuan
Pasal hyaia sebe ayat @) o s et o) G o e o 6
(lmapersen) i Gl atau Upah perbulan, s 5 imapersr G o ot i 5. s prse) s b e
(2) (1) dibayar dengan ketentu (2) ibayar (2) lur pada ayat (!
2. 3% (igapersen) cibayar oleh Pemberi Keje;dan 4 g ey oy Pt K o o Pember Kt Kepada P15 Kesehatan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
membeyar padaayat ) [(®) membayar pada ayat 2) pada ayat Pembert Kea kepada
huruf a, dilaksanakan oleh: huruf a dilaksanakan oleh: BPJS Kesehatan melalui k: kat de
. o st Pt N, IS st P, AT k) Ptz L 43 s g, RS ., Argo o,
o, Pemerintah Daerah unuk pimpinan dan [dalam Pasal 4 yat (2 huruf h nstansi pusat; dan
te Daerah, PNS daerah, perangkat desa, dan | b. Pemerintah Daerah untuk luran bagi kepala daerah \‘laﬂ wakil kepala daerah, mmninan dan
pasal Huruth nstans der anggota Daer dan
(4) langsung oleh Pemberi Pasa\ AHYal (2) huruf h instansi dl!ev!h
era Keculib @ wr lan emberi
desa. Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala ﬂesa dan perangkat
cesa
(1) Juran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Pasal 31 dihapus
bulan
31| 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
.19 (at persen) dibeyar oleh Peseta.
(2) ‘dalam ayat langsung oleh Pemberi Kerja
o ot
perhitungan @ . ayat (2), dan ayat /at (3), dan ayat 1
s 7 s dmad a5y 1) s e periungan (1) joeh e perhiungan (et ayat,
dan 1] besaran luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 yaitu sebesar | besaran luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar |(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan
) oty e 50 ey 21200000000 s bkt ) Rp12.000.00000 (0 bela uta rupiah), esaran luan bagi Peserta PPU sebagaiana dimaksud dalam Pasa 30 ayat (1) yai sebesar
Jpah pe sebagai dasar perhitungan Upah per bular ‘perhitungan  {(2) B: i Gaji atau Upah per bulan Pe ingan juta rupiah).
o esaran pasal4 [ besaran Pasal 0 ayat (1) © Gaji atau Upeh p peitungas
yaitu sebesar ah minimum upah minimum kahupamn/kum besaran luran bag i Pasal 30 ayat (1) yaitu seb
upsh minumum kabupaten/ota. ) Dalam hat Pemeritah Dzerah idak menetzpkan upah minimum kabupate/ kotamaka | @) ah upeh minimum mak
hitungan besaran da ayat 2) yaitu peritungan besaran @i | perhitungan
i foran sebesar upah minimu provinsi o s sy ) st i
upah minimum provinsi. (4) (4) pada ayat (21 dan ayat (3) tidak | kabupaten/kotz
bagi Kewjiban membayerkan Gajiaau e
i gaji dan upah Pemerintah Daerah setempat. atau L bagi (2) dan ayat (3)
setempat. yang dittzpkan olh Pemeritah Daerah etempat. ikecuslian bagi Peserta PPU pada usaha ko dan kel
(5) Batas paling rendah Gaj atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan
oeseran i
aktuaria oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan,
e g
Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau| (1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan luran bagi Peserta PPU untuk
N, g g o Pt ke o, A P
pokok dan tunjangan keluarga. Pasai 30 ayat (1) terdiri
petiungs et s ekrg. g st s g . g e den
dalam Pasal 4
ayat(2) hurut h ditiung berdasarkan penghasian tlap. perhitungan luran bgi Peserta PPU untuk
peritngan dalam pasal &
B ¥ Upah pokok _[ayat (2) hurut h iitung berdasarkan penghasian telzp
dan mnlangan tetap. ‘perhitungan luran bagi Peserta PPU selain
() tunjangan yang pada ayat ( Upah pokok
dmayavkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja. dan tunjangan tetap.
@ Tunjangan 9
dibayarkan kepada Pekerja tanpa memuemnungkan kehadiran Pemﬂa
(&) Dinara ) pasal yakn Pasal
pacal 34
Upah per bulan,
can \uran bagiPesera PPU S pusat, Prajrt,
| Anggota Polri: sebEQavmana dimaksud dalam Pasal 4. ayal [2) l\umf E) ‘huruf ¢) huruf d, dan
huruf e, dan pada
instansi pusat mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.
) Ketentuan mengenai
a. komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan
luran bagi Peserta PPU untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala uesa dan perangkat desa
hutufc, dan hurut £, dan
Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayal (2) huruf h pada instansi daerah;
can
o-b:
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat (2) huruf g,
‘mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: (1) luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
A o lima s up g perbulan dengan Manfaat . denganMantazy () Besaran uran bagi U dan peserta
Delayanan di ruang perawatan Kelas n; pelayanan di ruang perawatan Kelas I; perawatan Kelas |11 yaitu sama dengan besaran luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan
RpsL. piah)perorang e o oo g per bulan dengan ) dengan
dv ruang perawatan Kelas II; atau di ruang perawatan Kelas II; atau a. untuk tahun 2020:
o rupi) pe orang i o (2 Besaran pada tanggal 1 Janu I
ruang perawatan Kelas 1. 2020 dlbayav oleh Peserta PBPU dan Peselm EP atau. Dmak lain atas nama Dese
e oang perbulan dibayar ol
Yo o st PP do Pt Bt ik i st s Prsrs e
Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima
gper pada angka 1.
pemerintah Daerah, berdasarkan Peratran Presidn i dibayarkan oleh Pemerintah Daerah:
o.untuk thun 2021 dan tahun berikunye:
1 rupiah) per orang per bulan dibayar oleh
Peserta PBPU dan Peserta B9 atau pinak lin aas nama Pesera;
| 2. sebesar Rp?.000.0 (ujuh i ropish) per orang pr bulan ibyar oleh Pemerintah
Pusa dan Pemerinah Daerah sbagai bantuan luran kepaca Peseta PBPU dan Peserta BP;
i
2 turan bagian Pesera PBPU dan Pserta BP atau pinak lan atas nama Peserta sebesr
lima ribu rupia) p
angha 1 dapat.
() uran bigi U dan Peserta
Kelas I yait sebesar vang per bukn ibayar oleh
Peserta PBRU dan Peserta B9 atau pinak an atas nama Peseta.
) tran u
Kelas Juh i upiah) per rang
clibayr oeh Pesrta PBPU can Peserta 8P atau pihak lin tasnama Peserta
(@ Bantuan iuran oo uang
peravtan Kels 1 Peserta PBPU dan
Peserta 8P dengan staus kepesrtaan s
) Ketenuan lebin uran
engan el
it daam Perauran
Pasal A
eriaku bagt
2. penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yat 5) hurufa, huruf b,
i hurf 6 dan
0. Veteran dan Peinis Kemerdelaan,termasuk janda, duca, atau anak yatim danatau piatu
o eteran ata peris Kemerdelan
(@ turan (5) hurut a hurat
b, hurutc, sebesar pokokdan
unjangan kelarga yang dierima per buan
()t staiar i 7 ) Sl Pmerinah s et
pensiun dengan ketentuan sebagai
ot e s o et st don
35{b. 206 mua persen) dibayar oleh penerima pensiun.
() ura ]
et fmaghos o s a1
() turan bagi Veteran, i
car Veteran atau ¥
uh i " Latahun per
ot
=TT
(1) Untuk tahun 2020,
() Untuictahun 2021 dan tahun berkutnya, uran bagi pendudul yang idfarkan oleh
Pemerinah Derah,diatur dengan ketenuan sebaga berikut
o b
misin
kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan luran
nya sbesar luranyang ditetaphan bagiPesrta P Jaminan Kesehatan sebagaimana
imalcud dalam Pasal 29 tau
b Kteria
fakir perundang
undangan, PBPU can Peserta
el 1 dan uran
can gan Manfaat Wl sebagaimana
cimlcud dalam Pasal 34 ayat (1) hurof b
(1) luran bagi anggota keluarga yang lain dari Peserta PPU dibayar oleh Peserta,
(@) Besaran uran bagi anggot keluargayang sn sebagaiman dimaksud pada ayat (1) yaitu
perorang er bul
() Besaran uran bagi anggoa keluargayang an sebagaimana dimlcud pada ayt (1) bagi
3| jang dipilin
mengac paca ketenuan sebagaimana cimaksud dalam pasal 34
pemotongan tambhan luran dan membyarkan kepada BRJS Kesehatan
e
lutan bagibayibaru i atas nama
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g tinggal di luar berturut:
Lt dapat menghentien kepesetzznnya sementara
pada (enam) bulan
ayat (1), Pesrta yang bersangkutantidk mendapatkan Manfaat @
i i Uyang ayat (1), Peserta yang bersangkutan tidak mendapatkan Manfaat
masih mencapatan Gaji atau Upeh i Indonesia
it [ masih mendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia,

ke BPUS Kesehatan o 1 embalisera pada ayat melapor ke

berhak mendapatManfaat. BPIS. kembali serta
o etz ot

ling I (dua) tahun sekali. (1) Besaran luran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan menggunakan standar
besaran pada ayat (1) diaur dengan jomi beroku

peraturan resden. s

uran
38 (2) Besaran I J

Sosil

urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(1) dan ayat (21

(3)
izt calom Peraniean presiden

[Tata Cara Pembavaran luran

(1) Pemberi Kerja wajib memungut uran dari Pekerjanya. membayar luran yang menjadi
BPIS Kesehatan paling lambat

{tanggal 10 setiap bulan.
(2) Jika Pemberi Kerja merupakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, penyetoran
Juran i
rekening kas negara paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

(3) uran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dipungut dan dibayarkan
oleh Pemerintzh Daerah Pemberi Kerj

39| Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

1)jatuh pada hari ibur maka
luran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

fengan Peraturan
urusan pemerintzhan di bidang keuangan

dengan Peraturan BPIS

(5) Ketentuan mengenai penerusan Iuran Pemberi Kerja Pemerintah Daerah dari rekening kas
BRI

lambat tanggal 10 setiap bulan.

(2) uran dapat lebih dari 1

40) "
efisien bagi Peserta PBPU dan Peserta P sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

Peserta 8P diatur dengan Peraluran BPJS Keséhatan setelah
o terit

v PBPU o toal
{aginan untuk selruh datayang dalam Kt
4l keluarga
(1) diatur BPJS Kesehatan
sotlan
Keria 6),avat (1), ayat ), dan eyt 2L ), ayat (63, ayat (1), ayat @),
e Lbul @) d 2 (dua) ayat, yakniayat (3a)dan ayat 1 (saw) aya,
berikutnya. (6) d: 1 (satu) ayat, yakni.
pada berbunyi sebagai berikut: o uran i bulan
ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat (1) khi 1
Pekcejanya membutuhken pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfat yang dberikan. b ) pada ayat
pada ayat (1) berikutnya. Pekerjanya.
berakhirdan status kepesertaan ekt kembali apabil Pesera © g
‘membayar luran bulan 4 3 (1) berakhir
bulan; dan pelayanan dan oal,
b. membayar luran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian (4] a. telah membayar luran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat)

sementara jaminan.

berakhir dan status kepesertaan akif kembali, apabill Peserta

bulan; dan

oleh atas nama . telah membayar luran bulan tetunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) |b. membayar uran pada bulan saat Peserta ingin mengakhii emberhentian sementara jaminan
peserta buan; dan (32) Untuk ah
pulun b b. membayar luran X if kembai, apabila Peserta:
sementara jaminan. 2. elah membayar luran bulan tertunggek, paling banyak untuk wakiu & enam) bulan;
mbayar BPIS inap (3)Untuk tahun 2020, b. membayar luran pada bulan saa Peserta ingin mengakir pemberhentian sementara jaminan;
42]tingkat lanjutan yang diperolehnya aca et (3 berakhir dan status kepesertaan akif kemba apabila Pserta dan;
yaitu sebesar lima persen) 2. telah membayar luran bulan tertunggak, buen | 0
dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan b. membayar luran pada pada huruf a masin
sedur awaluntuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jaminan; dan e uran bulan
2. jumiah bulan tetunggak paling banyal 12 (dua belas) bulen; den . 0 Wran |yang masin
. besar denda palig tinggi Rp30.000.000.00 (tiga puluh uta rupiah) pada hurufa masin paca tahun 2021
agi PPU, pembayaran 0 ke st Pembayaran oleh Peserta atau pihak lin atas nama Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ditanggung oleh Pemberi Kera ang masin @) huruf 5 Dalam vk pulun ke
lambat pada tahun 2021. pada ayat (
Jaminan Kesehatan, Jeh Peserta atau pihak & falirawat nap tinghat i
Peserta yang didaltarkan oleh Pemerinizh Dacrah, dan Peserta yang tidek mampu yang Peserta (52) Dalam
(5) Dalam vake pulun ke i kembal . (V) vajid
uran sebagaimana dimaksud pace ayat (3, ayat (3),dan ayat (3). pting
dengan Peraturan lenjutan
setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga tekait rawat inap © pada ayat 5) v 556 (lma
(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat () yaitu sebesar 5% (ima persen) dari Case Based prosedur awal untuk
perkiraan b P etentuan
awal untuk setep bulan tertunggak dengan ketentuan 2 juman bulan bulan; dan
4
Kesehatan 4 (0ua puluh emoat) bulan
d iran,dan q
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang
(2) Ketentuan mengenai penyetoran luan dari PN, Pekerjalpegavi sebagaimana dimaksud
dolem Pasel 4 ayat (2) huruf , dan Pemerintah Daerah dtur dengen Peraturan
o Peraturan
kewenangannya
toran, dan pembayaran Iuran bagi
desa diatur
urusan pemerintahan dalam negeri
Kelaurangan luran
atau kekorangan
Gai atau Upah Pelcra
(2 Perhitungan setiap kelebihan atau kekurangan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
epesertaan.
uran oleh
Kerja dan atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) har keja sjak dierimany luran
pada ayat (1)
BAB IV Manfzal
Manfast Yana
Kesehatan P Wianteat Manfaat medis dan
kesehatan Al preveni, Menfeat nonmedis
alatkesehatan, dan bahan (@) Mentaat
kebutuhan medis yang diperikan. esehatan perorangan yang mencakup layanan promolif, preventi,kuratif, dan ehabilat,
Manfazt X terdii atas Manfaat latkesehatan, dan
medis den Manfaat nonmedis medis yang diperlukan
(@) Manfaat pada ayat indikasi (@) Manfaat (@) diverikan
medis den stanar pelayanan seta ik besaran Juran Pesert Kesehatan.
@) (&) Manfaat Kebutuhan Dasar

(
luran Peserta

baru lahr dari P

juga berlaku bag bayi

(3) memilivi kieria sebaga berkut
2. upaya pelayanan kesehatan perorangan;
b. pelayanan
produktivias;
<. pelayanan
4. pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien;

e.pelayanan yang terstander;

1.tk dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta; daniatau

. bukn cakupen progrem lain

(5) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlku bagi bayi baru kit dari

(6) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Manfaat yang
xda pelayanan rawat inap
®)

™) ravat
[ mencakup sarana dan prasarana, jumlah tempat tidur, dan peralatan yang diberiken berdasarkan
Kelas Raviat Inap Standar.
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Pasil 1A
o Kelas Rawa Inap
 Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) terdiri atas:
2 omponen g tingg
b. ventilasi udara;
o pencanayaan ruangan:
d. kelengkapan tempat tidur;
e nakes per tempat tcur;
f. temperatur ruangan;
o jnis ke,  set a0
‘noninfek
. Kepadatan ruang rwat dan ulfts tempat idr;
i tirat/ps i tempat tidur;
i Kamar mand calam ruangen rwa inap;
k. kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; dan
I outet olsigen
(2) Penerapan Kelas Rawat
nap pada ayat
a. pelayanan rawat inap untuk bayi atau perinatologi;
. prawatan st
c. pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa; dan
. uang peraitan yang memiii asiias Khusus
(3) Ketentuan lebin lanjut mengenai bentuk kriteria dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar
iatur dengan Peraturan Menteri

Pelayanan l@sehata" ‘yang dijamin terdiri atas: adan ayat (3) Pasal

2 pety melputi kesehatan [

1 aﬂmlms"asv pelayar (1) Pelayanan kesehatan yang ddamin terdiri atas:

2 plyananpromottn preven 2 pelayanan

3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; ‘mencakup

N 1 administrasipelayanan;

lat kesehat 2. pelayanan promotif dan preventif perorangan;

s um dan 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

7. rawat. WIED tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 4. tindakan medis nonspesialistik baik bedah maupun nonbedah;

prcin inghatlanjutan, 5 alat kesehatan, dan e

aup: 5. pemeriksaan penunjang diagnost tingkat pratama; dan

" minrasipeayann; e rptigot s s dergn s

2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar b. pe

3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis spesalistic  mmicsieyman:

4. ialistik, baik dah indikasi medis; 2.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar

ey s an shen s il 2. pemericsaan, pengobtan,den konsulasi medis spesaistic

6. pelayanan peruriony diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis: 4. baik bedah maupun non medis;
7| 7. ehabilts meci s ltesehtan, dan

8. pelayanan dava 3 i

9. pemulsaran jenasah, peseta meninggal i Fsilts Kesehatan: 7 st

10 pelayanan keluarga berencana; 8. pelayanan darah;

1 perawatan inap noninsent; ian 5. pemulsaren jenasah, peserta meningga i Fasilias Kesehatan;

12. perawatan inap di ruang insentif 10. pelayanan keluarga berencana;

. pelyanan ambulan darat atau air 11 perawatan ingp noninsent; an

(2) Pelayanan 12. perawatan inap di ruang insentif;

untuk pelayanan kesehatan padauni gawatdaruraL . pelayanan ambuian daat atau ir

(3) Alat (2) Pelayanan ada ayat (1) huruf b angka 2 h: berlaku

st ik playanan kesehatan pada unit gawat darurat
(&) Alat esehatan danh

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10, tidak.
Pusat

(5) Pelayanan ambulans darat a tau air sebagaimana dimaksud pad  ayat (1) huruf c
rujukan

eselamatan pasien.

nyembuhan, termasuk alat

bantu kesehatan
(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10, tidak termasuk

(5) Pelayanan
pelayanan

2. penyuluhan kesehatan perorangan;
b. imunisasi rutin;

. keluarga berencana;

d

atay
. peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis.

faktor

bersih dan sehat.
(3) Pelayanan imunisasi utin sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf b meliputi

(4) Pelayanan kel
onseling dan pelayznan kontrasepsi,termasuik vasektomi dan tubektomi bekerja sama.
dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan obat

kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional

4
ayat (3)dan ayat (4) isediakan oleh dan/ atau Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[menggunakan metode tertentu.

(@) Pelayanan
yang ditujukan
I mencegah dampak lanjutan risko penyakit tertentu.
(9 pada
ayat 8 ditetapkan oleh menteri
dengan
& dan pelayanan

. (8), dan ayat (10) diatur p
terkait

at 5), 2yt (9

1 (satu) ayat,

at (9), dan ayat (1

sehaua\ berikut:

or
a penymunan esehtan prorangan
b. imunisasi rutin;

. keluarga berencana;

.

dan

pelayanan
e. peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis

ayat (1) huruf a meliputi
aling sedikit penyulunan mengenai pengelolaan fakto risiko penyakit dan perilaku hidup bersin

(3) Pelayanan i (1) huruf
jenis imunisasi rutn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf c meliputi
[konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubekiomi yang bekerja sama
dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

©) butuhan alat dan ob

Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

H

dan

ayat (3) dan oleh o

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelayanan skining riwayat kesehalan sebagaimana dm\aksud pada ayat (1) huruf d diberikan
fengan

secara selekif yang ditujukan

(8) Pelayan: pada ayat (1)
Lt ieron scrs sl el skrining riwayat kesehalan terlebih dahulu yang
ditujukan dan penyat
tertentu

akit

(1) huruf d dilakukan di FKTP untuk penapisan penyakit
. s s

b. hipertensi

o chmmic har et

[Menteri dapat menetapkan pelayanan kesehatan lain yang dijamin berdasarkan penilaian

kecukupan iuran
dengan

0

rawat inap sebagai berikit:

a. uang perawatan kelas 11 b

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
uran dirang

2
perawatan kelas 11 dan
3. Peserta PPU yang mengalami PHK beserta keluarganya.

b. ruang Perawatan kelas 11 bagi

1. PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang | dan golongan ruang i beserta anggota
keluarganya;
2. Prajurit dan
o [ beserta anggota keluarganya;

dan golongan

gulongan ruang If beserta anggota keluarganya;

mpai den perangkat desa, dan
vm. | huruf h, dengan Gaji atau
Upah sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat .m

i h); dan

uran

m ruang perawatan kelas I

. ruang perawatan kelas | bagi

1. Pt Negrsconangoa keluarganya:

2.7 rwakilan Rakyat Dae

3PS dan penerima pensiun PNS golongan ruang 11 P golongan ruang IV beserta
anggota keluarganya;

dan golongan
ruang IV beserta anggota keluarganya;

5. Anggo

dan golongan ruang IV beserta anggota keluargany;

7. janda, duda, atau atau piaty dari

8 d " at desa, dan

h, dengan Gaji atau
Upah lebin dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
o

ran diang
) Peserta g diubah sehingge Pasal 51
eksekutif dengan mengiku arabi jolan
membayar selsih antara biaya
pelayanan. yang dijamin oleh B35 atp tan
BPIS Kesehatan pelayanan
pelayanan dapat dibayar oleh i 8P biaya akibat peningkatan
2. Peserta yang bersangkutan; pelayanan dapat divayar okeh
b. Pemberi kerja; den 2. Peserta yang bersangkutan;
51)c.ausransi kesehatan tambahan . Pemberi kerjz: dan
oot <. austansi esehatan tambahan
2. PBI Jaminan Kesehatan; ) pada ayat (
b Pasal 12: 2. Peserta PBI Jaminan Kesehatan

0an
. Peserta PPU yang mengalami PHK dan anggota keluargany.

. Peserta BP dengan Manfaat peayanan di ruang peraiatan Kelas I
Kelas Il

A o ta kel
e 2

‘Manfaat Yano Tidak Diiamin




MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN

2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas | Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pasal |Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan " - . :
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan |Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan [Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
u) Pel.:yanan et i W i et dhrutm, dan huruf ¢ 2 berbunyt
ten ; sebagai berikut:
¥ uel.:yan (1) Pelayanan keschatan yang tidak dijamin melpui
dengan BPJS Kesehatan  kecualidalam \etancontat pelayanan kese: p ;
. pelayanan kesehatan tehadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau elayanan hatan
Ihubungan kerja yang teeh dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi 8PS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
tanggungan Pemberi Keria; pelayanan kesehatan lakaan
. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintzs yang erja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan
et v sampai i yangdanoung e proam aminan ks s Pemberi Kerja
sesuai hak kelas 4. pelayanan keseh Jaminan
ey ks yon dloan i e kecelakaan lalu Ketentuan
1. peleyanan kesehatan untuk tujuan estet; dengn ketentuan Kels rawat Psera;
. pelayanan untuk mengatsi nfe . pelayanan kesehatan yang dilkukan di lar negeri
pelyarn meraakan gt i arodons; 1. pelayanan kesehatan untuk tujuan estei
. gangguan kesehatan/ penyakitakibat ketergantungan obt dan atau alkohol; 9. pelayanan untuk mengatasi nfetltas;
i hobiyang . pelayanan meratakan ighatau ortodonsi;
i. gangguan kesehatan/ penyait akibat ketergantungan obat dan’ atau akohol;
52]K pengobatan komplementer, altematif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektit j kivat sy
berdasarkan penilian teknologi kesehatan; membahayakan dir sendir;
| ; k. pengobatan komplementer,ateratif, dan trasional,yang belum dinyatakan efektif
m.alat dan obat kontrasepsi, kosmetik; berdasarkan peniaian teknologi kesehatan;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga; 1. pengobatan
o. pelayanan Kejadian luar m. alat dan obat kontrasepsiserta kosmetik;
biasa/wabah; . perbekalen kesehatan rumah tangga;
. pelayanan kesehatan pada kejadian tek dinarapkan yang dapat dicegah 0. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kgudlan uar biasawabah;
. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial; . pelayanan kesehatan pada kejadian tek diharapkan yang dapat dice
indak pi . dan tindak 9. elayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti el
pidana Ketentuan ps ”
. pelayanan kesehatan tertentu yang berkatan dengan kementrian pertahanan, tenara dan
Kepolisian Indonesi dilaksanakan Pemerintah D: gan ketentuan
. pelayanan lainnyayang tdak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang peraturan perundang-undangan;
diberikan; atau tentara nasional
1. ey yang e g sl grogra i indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(2 elyanan ent entuan . pelayanan Manfaat 9
pada ayat (1) huruf a meliputi uj i o diberikan : atau
Koordinast
penyelenggara jaminan lainnya yang
memberikan manfaat palayanan kesehatan
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Dana Tabungan dan Asuransi
eT " Ind
Kerja dan P
o[ PT. Jasa Raharja (Persero) untuk program jaminan kecelakazn llu linas; atau
. atan
Kesehatan
jaminan
ayat
BP5 Keschatan
s Jaminan diatur dengan
Pasal 54A Pasal 547 dhapus
" Kementerian
paling lambat bulan Desember 2020
Pasal 545 Pasal 548 dihapus
ping it whun 212 an gy lon s ks anbungin
meninalarian taa kelola X
PENYE] PELAYANAN KESEHATAN
s Pl Keshtan
(D) Pela meds|
o oy mulai dari FKTP P Kecualidal
comtdanroan med,
(2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi Peserta dilaksanakan di FKTP tempat Peserta
{erdatta, kecual bagi Peserta yang:
2. beradadi v wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar; atau
b, dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(@) Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdatar sebagaimana
FCTP bt sl any 3 (5l kg sl s g a1 )
6| Dulan di FKTP yang sam:
pelayanan
i L sesual dengan kasus dan Kesehatan seta sistem
rujukan
\ 9 a
paca ayat (4)dilakukan paling lama 3 bulan
(6) FKRTL wajib
melakukan rujuk balik ke FKTP dimana Pesert trdaftar.
Kesehatan I
kesehatan rujukan tingkatlanjutan, dan pelayanan rujuk balik ditur dalam Peraturan
1) sl 7 Jat kesehatan, dan bahan
medis habis paka yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi meds
56]2) sil Jejaring
torgan bahan medis habis
3 i Ko oo mengemhaﬂgkaﬂ ister pelayanan kesehatan
ehatan )
7| dampatan epada Mentr
pada ayat (2).
Baian Kedua. Pel Gan Bahan Medis Habis Paki
0 Peerintah Pust,Pemerah D dan st Kt etangqung v s
) (2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang digunakan dalam program
Pemerintah Pusat dan/atau
dencan
. alat Kesehatan, Jaminan
Kesehaten pada bat, alat kesehatan, dan behan
medis habis pakai yang ditetapkan oleh menteri
(2) Menteri dalam menetapkan daftar obe, lat kesehatan, dan bahan medis habis paki
pada ayat (1)
9o, o pengavasOtat i Mk, st Kepecuckan s el
PJS K i dan tenaga ahli
6 atar oo, pinoh o paka sebaga\mana dimaksud pada
(5) Komite nasionala dalam menyusun formularium nasional dan kompendium alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai produksi dalem negeri
(1) Pengadaan obat, aat kesehatan, dan/ atau bahan medis habis pakaloleh Fasiltas
Kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk program Jaminan Kesehatan dilakukan
melalui e-purchasing berdasarkan katalog elekironik.
dapat
diakukan pada ayat ( dapat
cilakukan secara manual berdasarkan katalog elektronik
Jat kesehatan,dan atau behan
Fasil Kesehatan delam
mengadakan obat, alat kesehatan, dan/atau bahan medis habis paka ttzp mengacu pada
formularium nasional atau kompendium alat kesehatan.
alat esehatan, dan/ atau bahan tidak
{terdepat dalam formularium nasional dan kompendium alat kesehatan make Fasiltas
, alat kesehatan, dan/ atau
portcn gl e dkur e
hatan, dan atau bahan tersendiri oleh
Fasil BPJS
atau harga yang ditetapkan oleh Menteri
maka Fasiltas obat dengan zat akif yang
(7) Pembayaran obat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dikla tersendiri oleh
Fasilzs Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, berpedoman pada harga katalog elektronik ata
harga yang ditetapkan oleh menteri
[Dalem hl terjadi permasalahan pengadaan obal, alat Kesehatan, dan/ tau bahan meds habis
sat,
o atau Fasil
Fasil Jaminan
2l esehatan kesehatan
Baoian Ketioa
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dapa
ang ek bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan.
Byl
a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
b matosan, da st
c. adanya penurunan kesadaran;
. adanya gangguan hemodinami;dan/atau
63fe. memerlukan tindakan segera.
pada ayat
(@)
(
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
" 9
Keadaan
Bagian Keempat Pelayanan dalam Keadaan Tidak Ada Fasilitas Kesehatan yang
Memenuii Suarat
(1) Dalam hal di suatu Daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
qun 5 o Daeran
ompensssi . Kompensasi
ang una, &) 9
() Selin kompensasisebagaimana dimaksud padaayat (), BP3S Kesehatan dapat ekerja dimalud pada aat (1)
sama dengan pinak lan untuk menyediakan Fsias Kesehatan o desakeluranan danatau kecamatan
(4) Ketentau lebih i 1. tidak tersedia FKTP atau jaringan Puskesmas atau jejaring FKTP;
ayat (1) samp cengan ayat () ditur dengan peraturan menter 2 ehaan namun
3. tersedia FKTP namun sulit diakses; atau
- kabupateniota:
1. tidak tersedia FKRTL;
2 Kesehatan namun
3. tersedia FKRTL namun sulit diakses.
) penentuan Daerah bekum agaiman
it pertimbangan BPIS
Kesehtan dan/ata sosias Fsilas Kesehatan
@ peneapan aayat
o 2 ltak geogrfi:
o, keterbatasan sarana;
o infasruiur:
d. aksesibilitas yang menjadi hambatan FKTP mencapai desa;
e ketersedizan tenaga kesehatan: dan
. ketersediaan F
) Kompensasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penyediaan Fasilit
pelyanan kesehatan berdasrkan teria Khusus;
b. pengiriman tenaga kesehatan; dan/atau
. penggantan uang tunai untuk biaya pelayanan kesehtan, seuai dengan hk Peserta
©
Fsiits Kesehatan bergrak.
lam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, BPIS
Kesehitan
) Ketenuan lbinanjut mengensitats caa dan persyaratan pemberian kompensasi
7 diawr
Kesehitan Menteri
pemberin Doeran betum
(ersedia 8IS Kesehitan
pola pembiayaan pelayanan kesehatan.
(1) meliputi pola pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan kesehatan
it vt
BAB V1 FASILITAS KESEFATAN
Bacian Polouanan Kesehatan
Fasilitas.
)
o Kesehtan
Fasilitas Kesehatan
BPIS Kesehitan
Deran i
ekera sama dengan BPUS Kesehetan
o7|ER1S Kesenatan
dengan
mebua perjanjin teruls
pelakca BRS Kesehatan
erkoordinasidengan dina kesehatan kabupaten/kota
pada ayat
o eratan nser
O BPIS Kesehaan
haknya.
. Fasiltas Kesehatan baik yang bekeri
p 8IS Kesehiatan
pelayanan kesehatan kepada Peserta
() Bieya pelayanan a
e
Banian Kedua Standar Taril e Fasilitas Kesehatan
(1) Standar il pelayanan kesehatandi FKTP Gan FRITL detapkan oeh Menter, q
pada ayat (1) setelah: (1) Standr tarif pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL ditetapkan oleh Menri,
o siasi
dan N
o Kesehat dan indeks cuangan, Devian daminan Sosil Nasional,den BP3S Kesehatan:
emahalan dzerah o. mendapatkan masukan dri aosisi Fsiltas Kesehatan;dan
n faatan as
esehatan tinlat risiko Peser i
oo
™ oleh BP: Kesehatan
(1) B2 Kesehatan melakukan pembayaran kepada (1) B35 Kesehatan melakukan pembayaran kepads:
2 FKTP secara i 2. FKTP secara
FicTPidan 1. praupeya atau kaptsi danatau
b, FKRITL secara Inconesian Case Based Groups 2. kisim pelayanan kesehatan/noriapitasi dan
Daerah FK pembayeran b, FKRTL secare

apitasi, BPIS

lain.
(3) BPUS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pembayaran di FKRTL yang lebin

A ps
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPIS Kesehatan setelah
mendapat persetujuan dari Menteri.

1. Indonesian Case Based Groups; dan/atau
2. non-Indonesian Case Based Groups.
b

@ @
mengembangkan sistem pembayaran.
®

€} pada ayat
rangka penguatan pembayaran di FKTP dan FKRTL yang lebin berhasil guna
(&) Ketentuan lebin

peling ) 8PJS
dengan Menteridan lembaga terkat.
( pada ayat
mka Peraturan BPIS sistem
(@) Cara Indonesian C Ketentuan ayat () Pasal 72 diubah dan setelan ayat (41 dtambaikan 1 (satu) ayat yakni ayat
Pasal 71 ayat (1) huruf b untuk FKRTL ditetapkan sesuai kelas rumah sakit (5) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berkut:
kelas rumah (1) Cara pembayaran dengan Indonesian Cse Based Groups sebagaimana dimaksud dalam
perundang- lat Pasal 71 ayat (1) huruf b untuk FKRTL ditetapkan sesuai kelas umah sakit
melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan reviu. ) etentuan peraturan
(@) Revi kel paling lambt harus
Kemeterian Kesehatan . d melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan reviu
| asosiai rumah sakit eviu pada
(@) Hasil reviu el tige) bulan dengan meliatkan unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asosiasi
penyesuaian kontrak oleh BP3S Kesehatan dengan rumah sakit kit
(@) Hesil reviu ayat
penyesuaian kontrak oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit
] sakit jangka wakty
pada ayat (3), BP: 2
ocohatan danfata 1
(1) Standar @ )

tahun sekalioleh Menteri

dengan iuran jang dilakukan
bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang

Asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a ditetapkan
oleh Menteri

(1) BPJS Kesehatan wajib membayar kapitasi Kepada FK TP paling lambat tanggal 15 setiap
bulan berjalan.
(2) FKTP mengajukan P

lengkap.

75|

Kepada FK jang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah diverifikasi paling lambat 15 har kerja sejak

berkas Klaim dinyatakan lengkap

t

pada

ayat (3). ada K 19% (sat
ersen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.
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(1) FKRTL mengajukan Kaim olekiif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap.
el

lengkapan berkas Kiaim paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak Klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS.
Kesehatan.

Kelengkapan berkas Klaim

(dalam waktu 10 (sepuluh)
dinyatakan lengkap

pada ayat

kepada FKRTL 9
diajukan dan telah:

berkas Klaim, atau

b (ima belas)
hari sejak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
FKRTL

pada ayat (4)jatuh pada.

pada
ayat (4), BPIS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKRTL yaitu sebesar 1% (satu
ersen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

(1) Pengajuan

i olen

= kepada BPIS
paling lambat 6 bulan selesai

diberikan

bagi pelayanan kesehatan
ini

engajuan kiaim
terlampaui, kaim tidak dapat diajukan kembali

penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasiltas Kesehatan, Faslitas
Kesehatan
ascakiaim kepada BPIS Kesehatan

. BPIS Kesehatan
biaya pelayanan kesehatan,

(1) Untuk Kepentingan pembayaran biaya pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan dapal
Kesehatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ringkasan rekam pada ayat memuat
s, dan peng
78| biayanya.
dit 8P
melinat s
rekam
han < metali tim vans
(1) Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh Fasiltas Kesehatan yang tidak menjalin
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaginkan langsung oleh Fasiltas Kesehatan
kepada BPIS Kesehatan.
2 kepada
9
gawat darurat
dan pelayanan ambulans diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi
dengan kementrian/lembaga terkait
tertentu yang pelayanan,
Peserta dikenai Urun Biaya.
Jaminan
[Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Dasrah.
yang
perilaku peserta
(¢) Jenis pelayanan sebagaimana dimalsud pada ayat ( 1) dan ayat (3) ditetapkan oleh
Menter,
(1) Urun Biaya terhadap jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yaitu sebesar:
2 atau nilai nominl
pelayanan tertentu jdan
b. 10% (sepuluh persen) aau paling tinggi dengan nominal tertentu untuk rawat inap dari
Kepada
besaran Urun
(3) Fasilitas Kesehatan harus menginformasikan pelayan yang dikenai Urun Biaya kepada
penyalahgunaan pelayanan.
pelayanan yang
besaran dan Urun Biaya diatur dalam
peraturan menteri
BAE VIl KENDALI MUTU DAN KENDALI BIA YA PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN
K Z P Kesehatan,
menteri menetapkan kebijakan penyelenggaraan:
a. penilaian teknologi kesehatan;
82|b. pertimbangan Kiinis:
. penghitungan standar tarif; dan
. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan
Setelah T(caw) ayal,
ekt sera Dey sebagai berikut:
informasi dari BPJS Kesehatan. ) da pasal 82, Menteri dan menteri
informasi
‘ada ayat (1) informesi dari BPJS Kesehatan.
galjaminan Sosialnasionl. (2) 8015 " .
(3) Dalam rangka kemudahan akses data dan informasi, BPJS Kesehatan dan
uh antar sistem
Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1) Dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di Daerah, BPJS. Kesehatan
vizjib Kepala i hat
a.jumiah 3
84lb. kepesertaan;
. jumiah kunjungan ke Fasiltas Kesehatan;
d.jenis penyaki; dan
e. jumizh pembayaran dan/ atau kiaim.
B
metode, obat, pelayanan P Kesehatan
hasil penifian padaayat (1)
“Teknologi
85{Kesehatan
oleh Menteri,
ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Kesehatan, BPJS
esehatan, istem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan
Kesehatan.
o pada ayat (1) dlakukan
melalui
2. kredensial Fasilitas Kesehatan;
b. survei kepuasan Peserta; dan
. pemantavan dan pengawasan pemanfaatan.
(@805
iocantan P
(1) Fasili Jaminan
Kesehatan dali mutu
keselamatan dan keamanan pasien serta mutu pelayanan.
pan Kendali mutu dan padaayat (1)
dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan,
memastikan dan
nemantavan terhadan iean
o Kendali mutu 7
menteri
BABVIIIPELAYANAN
Kewajiban
. di Fasi hatan dan BPIS.
Kesehatan
Ketidakpuasan v Kesehatan
dan BPIS Kesehatan kepada.
unit pengadua, BPIS Kesehatan,
maupun Kementrian Kesehatan
(3) Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan wajib menyediakan unit pengaduan yang
o dikelola secara bersama-sama atau sendiri-seriiri oleh Fasiltas Kesehatan dan BPJS

Kesehatan.

) pada ayat

. unit pengendalian mut pelayanan dan penanganan pengaduan untuk BPJS kesehatan;
b utim Juasi X

dinas kesehatan dan Kementrian Kesehatan; dan/atau
. unit pengaduan masyarakat untuk Fasilitas Kesehatan,

P P e
penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke
pihak yang meyampaikan
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I
aukkmmﬂlaanh ina rawat inao kepada masvarakat.
BAB X PENYEL
Jaminan Kesehatan antara:
. Peserta dengen Fasilas Kesehatan:
b. Peserta dengan BPJS Kesehatan;
. BP1S Kesehatan dengan Fsilas Kesehatan;atau
d.BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan,
penyelesiannya diakan secara musyawareh
ang belum depat
it pasl 89
of@ n
dantaau
rumah sakit.
n
igan Klinis,
©
perundang-
undangan
BABX UDIDALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
) Kecurangan (iraud)dapat dilakan ok
b. 8215 Kesehatan:
c. Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan Kesehatan;
. penyedia bat dan lat esehatan;
e. pemangku kepentingan lainnya.
(trauc)
karena prilaku kesehatan
dan FRRTL
BPJS Kesehatan hams ‘membangun sistem pencegahan Kecurangan (fraud) sebagaimana
oo il paca aya 1) e
s
. pengembangan budaya pencegahan kecurangan (faud)
c. dan kendali
biya: dan
d. pembentukan tim pencegahan kecurangan (fraud)
pada ayat (3 diskukan
secara sistematis, terslmkluv dan komprehensif dengan melibatkan seluruh sumber d&y&
sehatan, Fasilts K
kesehatan provinsi, kememnan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya
(1) Menter, Kepala Dinas Kesehatan Provins, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
limksd calam Pasal 92 aya (1) yang melakkan Kecurangan (auc).
2 teguan lsan;
o teguran tertus: daniatau
s3|c. perintah pengembalin kerugan akivat
pada ayat (2).
cesehatn, pember pelayanan kesehatan,dan penyecia obat danalat kesehatan capat
dikenai sanksi tambahan.
sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e K (200 ek i
o Kementeran Kesehatan,
< KR i ot e gend Upy pencegah dan penanganan Kecurangan fraud) dan
2 eratan Menter
BB X1 MONITORING DAN EVALUAST
() Mene provmsi,
melscian Jaminan Kesehat
engan kewenangan masing masing
Badan
Dewan Pengawas Rumeh Saki, dant
atau organisasiprofesi sesui dengan kebutuhan,
2 dilckan secara
uai dengan ketentuan
e
et
pasal
etentuan peraturan peundang: uncangan,
e pemericsaan
perundang
undangan.
Kepatuhan Pesera
dan dan Jaksa
Jaminan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5),
monitoring dan evaluas. ayat (6, dan aya 7 sehingga Pasa 98 berbunyisebagai bt
pada ayat (1) dilaksanakan (L
paca aspec don evaluasi
a. kepesertaan; (2) Pelaksanaan
b. pelayanan kesehatan: pad mnek
o ko
o et st Kt | pomvanan s
.l . luran
[ orgmiaonkelembogaan; dn . pembayaran ke Fesiltas Kesehatan:
3 reqias e keuangan:
olh Kementian . organisasidan kelembagazn; cen
Kesehatan, Kemenirian Keuangan, Kementrian Sosil, Kementrian Dalam Neger, 5 requlsi
© paca ayat Kementrian
asiorl,aon Pt Kearan Bain Penavas Keingen 6an petanguran, Kesehitan, Kementrian Keuangan, Kementrian Sosial, Kemenirian Dalam Neger, Kementian
) I Nasonal, Otort dan Pemerintah Daerah sesuai perencanean Pmunan NesionaBaton erercnian Pembunen Nosos, i
dengan kewenangan msing-masing Badan
secara o Ottt i Kevangan don P s sl e Kewran s
(erpac masing
(@) pada ayat (
bangun sist
|dengan sistem
) Pelksansan
olh Dewan Jaminan Sosial Nasional.
(68235 Kesehatan
@) dalam lngup aspek
scbagaiman dimaksud paca ayat (2.
() pemberin cea dan informasi i ar ketentuan sebagaimana dimaksud paca yat (6
lkolan
undangan.
BAB XI1 DUKUNGAN PEMERINTAN DAERAI
[ Saminan Kesehtan Tundf o dan
(2 Dukungan pemerintah pada ayat eriut
. peningatn pencapaian kepesertaan i vilayahnyz: o pemrin o Kesehatan
b. kepatuhan pembayaran furan; (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat u) dilakukan melalui:
. peningatan pelayanan kesehtan: 2 peningatan pencapaian kepeseraan divilyahnya;
. dukun etentuan nga 0. kepatuan pembayaran uran;
menjarmn kesinambungan program Jaminan Kesehatan, Ketersed dn
@ Dukungan peninglatan 4. dukun rnga
menjarmn kesinambungan program Jaminan Kesehitan,
epesertan program Jaminan Kesehatan dazam memperoleh pelayanan public 9 Dukungan peninglatan pada
) Dukungan kepatuhan pembayaran iran sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf b v (2t iianin et evertan st yong oyt cpearn
cllssanakan melalui pelaksangan pembayaran iuan secaa tepat jumlah dan tepat il
peninghatan pelyanan e umgen et angeynan v ebguimans ik sy 2 it
diicanakan minimal,can diksanakan melalui pelaksanaan pembayaran iuran secaa epat jumlah dan tepat vl
peningiatan mutu lyanan ke, (5 Dukungan ketesediaan
() Dukungan kinnya sebagaimana dimaksud padaya ayat 2) urutd dilksanalan melaui esehatan @
K rokok bagian hak masing-masing pelayanan miniml,
esenatan calam pening layanan kesehatan.
6 Dukungan padaya ayat 2) huruf
ek Daerah
759 (ujon
pulon tma
masing-masing Daerah provinsifkabupaten/kota.
» pada ayat
clpindahbukulan ke dalam rekening BPJS Kesehatn,
climaksud pac ayat (1) can ayat (2) diatur dengan Peraturan Menter yang
Jaminan Kesshatan
pada

dalam
anggaran dan pendapatan Belanja dasrah provinsikabikota

sebagaimana

Menteri yang

geri yang
helania daerah

Pemerinta Dl yang menykrggaalan i SEhal D Ve

dalam program Jaminan oleh

BAB XI11 KE ERALIHAN
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mulai berlaku, Q¢ Non|
h
103 Peraturan
pendanzan uran sean
Suhz&!rwblﬂ ﬂﬂﬂ 00 (sembilan belas ribu rupiah) per orang per bulaﬂ bagi Penduduk yang
pasal 28 ayat 2 ehiung
sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019
ot
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenngarakan urusan pemerintahan di
Pasal 1038
(1) penerapan Kelas Rawat
s
P25 Kesehatan i 20
(2l ot vk ek gt 3 ot 05 ebgaimns it o et ),
rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan
Kelas Raviat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah saki
(3) Dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat
inap berdasarkan Kelas Rawat Ingp Standarcla jangka waktu sebelum tanggal 30 Jni 2025
pada ayat 2. pembayaran
inap rmah saki Ketentuan peraturan
perundang undangan.
@ penerapan Kelas Rawat
nap aayat
mempertimbanghan g R rogom i K
(5) rawat inap berdasarkan
elas Rawa Inap pada ayat (1) danaya
[pembinaan terhadap Fasilitas Kesehatan.
(0 Evauasi awatinap
olet BPJS Kesehatan, De X
Sosia Nasional dan
10 inap
aayat tarifdan luran,
(8) Penetapan Manfaat, tarif, dan I
lambat tanggal 1.ul 2025
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 ayal P28 22l 6)
: ©. 3iga)
Perauran Presiden
Daing ama § (enam)
109 Presiden
Pada sat o e Vg
merupakan perauran plaksanaan dai Perauran Presiden Nomor 12 Tahan 2013 tetang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesla “Tahun 2013 Nomor 29)
engen Nomor 28
109/ Tun 2016 enang Peuoten Kot Avs Py Presen tomor 2 T 2013
o
peraran presiden ini
Perpresnomor 12 Tahun 2013 tentang
Kesehatan (Lembaran Tah
0 dengan perp Ketigatas
Perpres nomor 12 Tahun 2013 ten ehatan (Lembran
I T 2038 nomor . st iyt ok b,
ar seip orang
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mengetahiny, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
Lembaran Inge

“Agar setiap orang

‘Agar seliap orang

Reoublik Indonesia

Lembaran Indonesia




